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ABSTRAK

Berangkat dari fakta lapangan sulitnya menetapkan
siapa yang layak menerima suatu bantuan di
Kabupaten Aceh Tengah. Kriteria yang selama ini
digunakan dirasa belum memadai dan masih
membuka celah subjektifitas petugas di lapangan.
Keadaan tertentu menjadikan masalah ini lebih
kompleks jika tidak segera dicari solusi hukumnya.
Untuk itulah naskah akademik dan rancangan qanun
tentang kriteria miskin penerima bantuan ini hadir
sebagai salah satu solusi.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kampung (suatu istilah yang di Aceh Tengah digunakan untuk penyebutan

“desa”) merupakan pemerintahan terendah yang ada di Indonesia. Pemerintahan
yang di atasnya adalah pemerintahan kabupaten dan provinsi. Pemerintahan
kampung dalam banyak hal bersifat otonom dan berhak mengatur rumah tangganya
sendiri sesuai dengan kearifan lokal demi kepentingan masyarakat.! Atas dasar
tersebut, pemerintahan kampung dapat mengeluarkan aturan yang berlaku di
tingkat lokal kampung, yang mana aturan tersebut dapat berbeda antara satu
kampung dengan kampung lainnya. Contoh sederhana adalah aturan kampung yang
dibuat di wilayah perkotaan tentu saja akan berbeda dengan aturan yang dibuat di
wilayah pedesaan. Selanjutnya, sesama kampung di wilayah perkotaan juga
memiliki kecenderungan dan keunikan tersendiri, demikian juga dengan wilayah
pedesaan, ada pedesaan yang berada di daerah pesisir dan ada pula di daerah
pegunungan, dimana kebudayaan masyarakatnya tentu saja saling berbeda. Oleh
karena itu tidak mengherankan apabila setiap kampung dituntut untuk membuat
berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing desa.
Berdasarkan penerapan otonomi kampung, setiap kampung dituntut untuk
mengatur sendiri hal-hal spesifik untuk kepentingan masyarakat, termasuk di
dalamnya aturan teknis pelaksanaan qanun Aceh atau qanun Kabupaten/Kota.
Ruang lingkup aturan yang diatur oleh kampung dapat meliputi aspek pelaksanaan
syariat Islam dan adat istiadat, serta aspek lainnya. Aspek syariat Islam dan adat
istiadat adalah seperti pengaturan baitul mal kampung, pengelolaan harta wakaf,
zakat, shadaqah, sengketa keluarga, dan penegakan qanun jinayat. Penyelesaian
sengketa keluarga dan penegakan qanun jinayat dapat digunakan pendekatan

hukum adat dan kearifan lokal di kampung. Adapun qanun lainnya adalah seperti

1 Zulman Barniat, “Otonomi Desa: konsepsi Teoritis dan Legal,” Artike! Jurnal, Jurnal
Analisis Sosial Politik, Vol 5, No. 1, Juli 2019, h. 2-3.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab scbelumnya dapat diambil beberapa

kesimpulan, sebagai berikut:

1.

Sectiap kampung di Acch Tengah memiliki beragam perbedaan antara satu
wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut meliputi aspek
kehidupan keberagamaan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perbedaan
tersebut banyak dipengaruhi olch letak geografis kampung atau wilayah.
Ada kampung yang berada di wilayah perkotaan, daerah wisata di pinggir
danau Laut Tawar, dacrah transmigrasi, pertanian palawija, perkebunan
kopi, dan peternakan. Akibat adanya perbedaan tersebut berdampak pada
perbedaan keinginan penerapan qanun kampung. Hal ini tentu sangatlah
wajar, karena setiap kelompok masyarakat menyesuaikan keinginan dan
kebutuhan mereka sesuai dengan kondisi alam. Masyarakat yang tinggal di
wilayah perkotaan, kegiatan mereka banyak di bidang pelayanan dan jasa.
Dengan demikian mereka ingin mengatur aktivitas masyarakat terkait
dengan hal tersebut. Adapun bagi masyarakat yang tinggal di daerah wisata
banyak mengatur tentang kepariwisataan. Masyarakat yang hidup di daerah
peternakan dengan teknik ternak di lepas ke hutan dan masyarakat banyak
mengandalkan keberadaan pohon pinus sumber ekonomi ingin mengatur
lebih jelas mengenai hal tersebut. Demikian juga masyarakat yang tinggal
di wilayah perkebunan kopi ingin mengatur kehidupan mereka sesuai
dengan situasi yang ada.

Untuk menemukan keinginan dan kebutuhan mereka tentu saja dibutuhkan
strategi yang tepat. Di sinilah pendekatan dan metode participatory action
research dibutuhkan. Dengan demikian kandungan qanun masing-masing
kampung adalah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mercka, bukan
keinginan dan kebutuhan pembuat peraturan. Melalui metode tersebut telah

dapat disusun qanun masing-masing kampung.
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3. Sebagai suatu wiayah, yaitu Acch tengah kandungan qanun kampung pada
hal-hal tertentu memiliki kesamaan, dan hal ini tidak mungkin dihindari,

meski pada banyak hal memiliki perbedaan yang mendasar.

B. Rekomendasi

Beranjak dari kesimpulan di atas, pendekatan dan metode di atas dapat

diadobsi atau diduplikasi untuk pengembangan program lain atau program serupa

di daerah lainnya.



